
                   

 

 

WALI KOTA SINGKAWANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG 

NOMOR  39  TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  

KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SINGKAWANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan 

kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan 

berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2023;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang 

sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

 

 



                   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2023; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

 



                   

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian  dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4817); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 

Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2010 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51); 

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80); 



                   

14. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2022 Nomor 11); 

15. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Singkawang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2022 Nomor 15); 

 

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Singkawang. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah 

adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda 

adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan 

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

Daerah. 

7. Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat 

RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 

(empat) tahun, yaitu Tahun 2023-2026. 



                   

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 4 

(empat) tahun, yaitu Tahun 2023-2026. 

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah 

dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 

dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

BAB II  

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Renja PD Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023. 

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 3 

Uraian Rincian Renja PD yang disusun sesuai sistematika sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PD. 

 

Pasal 4 

Matrik besaran pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah yang merupakan 

bagian dari Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

BAB  III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

 

 
 

Ditetapkan di    Singkawang 
pada tanggal     1 Agustus 2022 

WALI KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

TJHAI CHUI MIE 

Diundangkan di Singkawang 

pada tanggal  1 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

SUMASTRO 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022  NOMOR 39 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

RULY AMRI, S.H. 

NIP 19740716 200502 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

LAMPIRAN I 

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG 

NOMOR  39 TAHUN 2022 

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 

 

 

 

 

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah 
 

 
 
 

a. BAB I Pendahuluan; 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya 

dapat dipahami dengan baik. 

1.1 Latar Belakang  

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses 

penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja 

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat 

Daerah, Dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Kota, 

serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan 

Anggaran Perubahan Belanja Daerah. 

1.2 Landasan Hukum  

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan 

lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang 

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran perangkat daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan renja perangkat daerah. 

1.4 Sistematika Penulisan  

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja perangkat 

daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 

 

 

 

 

 



                   

b.  BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; 

Mengemukanan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan 

capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan 

perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan 

fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, 

serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah (Tabel rekapitulasi evaluasi hasil 

pelaksanaan Renja PD tahun n-2 dan pencapaian Renstra 

perangkat daerah tahun n-1) 

      Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:  

1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target 

Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan;  

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target 

Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan;  

3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja 

Hasil/Keluaran Yang Direncanakan;  

4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya 

Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan;  

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program 

Renstra Perangkat Daerah; dan  

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang 

Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab 

Tersebut. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (table Pencapaian 

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah)   

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat 

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan 

dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria dan Standar 

Pelayanan Minimal, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci 

sesuai dengan urusannya. 

 

 

 



                   

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah Berisikan uraian mengenai:  

1.    Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah 

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat 

Daerah;  

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;  

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala 

daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, 

seperti Norma Standar Prosedur dan Kriteria, Standar 

Pelayanan Minimal dan SDGs (Suistanable Development 

Goals);  

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 

Perangkat Daerah; dan  

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan 

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan 

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31.) 

berisikan uraian mengenai:  

1.  Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;  

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;  

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan 

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan 

awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan 

kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, 

atau program dan kegiatan cocok namun besarannya 

berbeda 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat   

      (Tabel T-C.32)     

     Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini yaitu :  

1.Penjelasan tentang proses bagaimana usulan 

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut 

diperoleh.  

 

 



                   

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan 

    isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

    Perangkat Daerah. 

 

c.  BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana 

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan 

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 

Perangkat Daerah 

3.3 Program dan Kegiatan 

Berisikan penjelasan mengenai  

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan. 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan 

kegiatan. 

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, 

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. 

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil 

pengerjaan. 

  

d.  BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; 

Rencana kerja dan pendanaan daerah, paling sedikit mencakup 

urusan/ program/ kegiatan, lokasi, 10ndicator kinerja, penerima 

manfaat, pagu indikatif, pagu prakiraan maju, sumber anggaran 

baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. 

 

 

 

 

  



                   

 

e.  BAB V Penutup; 

Berisikan uraian penutup berupa: 

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam 

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan 

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 

c. Rencana tindak lanjut. 

 

 

WALI KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

TJHAI CHUI MIE 

 

 

Diundangkan di Singkawang 

pada tanggal  1 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

SUMASTRO 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022  NOMOR 39 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

RULY AMRI, S.H. 

NIP 19740716 200502 1 001 

 

 

 

 

 



                   

 

LAMPIRAN II 

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG 

NOMOR 39 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MATRIK BESARAN PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
  



 

 

                   

 



 
 

                   

 


